
BAB III 

METODE PENULISAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi 

kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. 

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah 

yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. 

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum 

positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in 

concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan 

sejarah hukum.1

B. Metode Pendekatan 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan 

menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis 

pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.Penggunaan metode 

penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari 

kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan 

pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode 

pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-
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undangan (statue aproach).2

C. Bahan Hukum 

 Suatu penelitian normatif tentu harus 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti 

adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral 

suatu penelitian. 

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian 

hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari 

kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan 

hukum.3Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan 

dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hokum 

sekunder.4

a. Bahan Hukum Primer 

Dalam bahan hokum sekunder terbagi bahan hokum primer dan 

sekunder. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi 
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4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 

Tahun 2017 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 

26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Pengamanan 

Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol 

Internet 

5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 

Tahun 2017 Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada 

Jaringan Bergerak Seluler 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang 

bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan 

di dalamnya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum 

yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer 

yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli 

yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan 

memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud 

dengan bahan sekunder adalah doktrin–doktrin yang ada  di dalam buku, 

jurnal hukum dan internet. 

c. Bahan Hukum Tersier 



Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, 

ensiklopedia, dan lain-lain.5

D. Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi 

peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan 

hukum sesuai permasalahan penelitian.Oleh karena itu, teknik pengumpulan 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,menelaah, 

mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penulusuran melalui 

media internet yang ada kaitannya dengan Persaingan Usaha di bidang 

Telekomunikasi. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau 

member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil 

penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk 

jenis penelitian hokum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode 

analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti 

apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. 
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